













































































PERAN PERADILAN TUN   
DALAM PENYELENGGARAAN GOOD GOVERNANCE 





Negara Indonesia adalah negara hukum dengan penyelenggaraan negara harus berdasarkan  
hukum dan AAUPB. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi 
pemerintahan sebagai batu uji Pengadilan TUN dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian 
objek gugatan. Dengan lahirnya UU No. 30 Tahun 2014, peran penting Peradilan TUN 
sebagai salah satu upaya pengawasan yuridis dalam rangka mewujudkan good governance di 
Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum (doktrinal) dengan 
pendekatan undang-undang. Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan teknik 
analisis data menggunakan logika deduktif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan 
kewenangan mengadili Peradilan TUN pasca UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan dan mendeskripsikan peran Peradilan TUN dalam penyelenggaraan good 
governance pasca UU tersebut.  
 




Indonesian state is a state of law with the implementation of rule of law and the general 
principles of good governance. Act No. 30 of 2014 about the governance administration as a 
touchstone of the State Administration Court in conducting inspection and testing objects 
lawsuit. With the releasing of Act No. 30 of 2014, an important role of administrative courts 
as one of the juridical monitoring efforts in order to create good governance in Indonesia. 
This study uses doctrinal legal research with the statute approach. This study is descriptive 
research with data analysis techniques using deductive logic. This study aimed to describe the 
absolute competence of Administration Court after Act No. 30 of 2014 about the governance 
administration and to describe the role of Administration Court in order to create good 
governance after that statute.  
 




Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, penyelenggaraan 
negara dengan perantaraan pemerintah harus berdasarkan hukum.1 Penyelenggaraan 
pemerintahan berdasar hukum dan asas-asas pemerintahan yang baik, dengan menjunjung 
prinsip persamaan di depan hukum. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
                                                 
1 Hendrik Salmon, “Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan 
yang Baik,” Jurnal Sasi, Volume 16, Nomor 4 (Oktober-Desember, 2010), hal. 1 
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administrasi pemerintahan sebagai hukum materiil bidang HAN dan sebagai batu uji bagi 
Pengadilan Tata Usaha Negara dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian objek 
gugatan. Dalam kaitannya dengan lahirnya UU No. 30 Tahun 2014, peran penting 
Peradilan TUN sebagai salah satu upaya pengawasan yuridis (judicial and social 
control).2 Pengujian segi legalitas atau segi rechmatigheid terutama merupakan fungsi 
judicial control yang dilakukan oleh Peradilan TUN.3 Dalam rangka mewujudkan good 
governance, hal ini diatur secara normatif dalam UU No. 25 tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik dan UU No . 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 
Bersih dan Bebas dari KKN. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 
permasalahan tentang bagaimana kompetensi absolut Peradilan TUN pasca UU No. 30 
tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan bagaimana peran Peradilan TUN 
dalam penyelenggaraan good governance pasca UU No. 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan. 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini adalah 
mendeskripsikan kompetensi absolut Peradilan TUN pasca UU No. 30 tahun 2014 
tentang Administrasi Pemerintahan dan mendeskripsikan peran peradilan TUN dalam 
penyelenggaraan good governance pasca UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan. Hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis 
maupun praktis  berkaitan dengan kompetensi absolut Peradilan TUN pasca UU No. 30 
tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan peran peradilan TUN dalam 
penyelenggaraan good governance pasca UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan. 
                                                 
2 Paulus Effendi Lotulung, 2013, Tinjauan Futuristik terhadap Kompetensi dan Wewenang Mengadili Peratun, 
dalam Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan, Jakarta: Salemba Humanika, hal. 201 




Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah membuka access to justice, maka 
Hakim dalam Peradilan TUN sebagai sentral penegak hukum dan keadilan sepatutnya 
juga terbuka terhadap perkembangan di bidang Administrasi Pemerintahan.4 Konsep good 
governance diartikan sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam 
melaksanakan penyediaan public goods and service disebut good governance  
(pemerintah atau kepemerintahan), sedangkan praktik terbaiknya disebut good 
governance.5 Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam UU No. 30 Tahun 2014 
secara normatif diatur dalam pasal 10 ayat (1), yang meliputi asas: (1) kepastian hukum; 
(2) kemanfaatan; (3) ketidakberpihakan; (4) kecermatan; (5) tidak menyalahgunakan 
kewenangan; (6) keterbukaan; (7) kepentingan umum; (8) pelayanan yang baik. Bahwa 
asas-asas umum pemerintahan yang baik diterapkan sebagai salah satu dasar pengujian 
hakim dalam pertimbangan hukumnya. Selain itu UNDP memberikan beberapa 
karakteristik dalam implementasi good governance antara lain sebagai berikut: (a) 
Participation. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung 
maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. 
Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta 
berpartisipasi secara konstruktif, (b) Rule of Law. Kerangka hukum yang adil dan 
dilaksanakan tanpa pandang bulu, (c) Transparency. Transparansi dibangun atas dasar 
kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik 
secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan, (d) Responsiveness. 
Lembaga-lembaga publik harus cepat tanggap dalam melayani stakeholder, (e) Consensus 
orientation. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas, (f) Equity. Setiap 
masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan 
                                                 
4Tri Cahya Indra Permana, “Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan 
Ditinjau dari Segi Access to Justice,” Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 3 (November, 2015), hal. 
419 
5 Seftian Lukow, “Eksistensi Good Governance dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Kota Manado,” Lukow S, 
Volume I, Nomor 5 (Oktober-Desember, 2013), hal. 130 
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keadilan, (g) Efficiency and Effectiveness. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan 
secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif), (h) Accountability. 
Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan, (i) Strategic 
vision. Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.6 
 
2. METODE 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum (doktrinal) yang dilakukan 
dengan cara meneliti bahan pustaka (library research).7 Penelitian ini dengan hukum 
sebagai sekumpulan aturan normatif yuridis yang termuat dalam perundang-undangan. 
Dalam penelitian ini digunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dengan 
menelaah perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti yakni 
dalam hal ini UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.8 Penelitian ini 
adalah jenis penelitian deskriptif dimana data yang digunakan adalah data sekunder yang 
berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum  primer, yaitu bahan hukum 
yang bersifat mengikat dan bahan hukum sekunder.9 Penelitian ini adalah dengan 
menggunakan metode studi kepustakaan dengan metode analisis data menggunakan 
logika deduktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus 
yang bersifat khusus atau individual.10  
 
  
                                                 
6UNDP, 1997, Tata Pemerintahan yang Baik dari Kita untuk Kita, Jakarta: UNDP 
7Sugianto Darmadi, 1998, Kedudukan Ilmu Hukum dalam Ilmu dan Filsafat, Bandung: Bandar Maju, hal. 66 
8Ayu Putriyanti, “Kajian Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Kaitan dengan Pengadilan Tata 
Usaha Negara”, Jurnal Pandecta,Volume 10, Nomor 2 (Desember, 2015), hal. 182 
9Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2015,  Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah), 
Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta,  hal. 8 





3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
3.1 Kompetensi Absolut Peradilan TUN pasca UU No. 30 tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan 
 
Perluasan kompetensi absolut Peradilan TUN pasca lahirnya UU No. 30 tahun 
2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dipengaruhi oleh pasal-pasal antara lain 
sebagai berikut: Pertama, Definisi Keputusan Tata Usaha Negara. Bahwa definisi 
keputusan TUN diatur dalam pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan bahwa 
pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam UU 
No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah 
dengan UU No. 9 tahun 2004 dan UU No. 51 tahun 2009 harus dimaknai sebagai 
penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual, keputusan Badan dan / atau 
Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan 
penyelenggara negara lainnya, berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan 
AUPB, bersifat final dalam arti lebih luas, keputusan yang berpotensi menimbulkan 
akibat hukum, dan atau keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.  
Berdasarkan pasal tersebut dalam poin a menjadikan objek gugatan tidak hanya 
penetapan tertulis (KTUN) namun juga tindakan faktual pasca UU Administrasi 
Pemerintahan sehingga memperluas pemaknaan KTUN yang diselenggarakan di 
lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya, dimana 
sebelumnya hanya di lingkungan eksekutif di bawah kekuasaan presiden. Seluruh 
KTUN diukur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AAUPB, artinya jika 
suatu keputusan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau AAUPB 
sudah cukup untuk dimintakan pembatalan. Telah disebutkan bahwa keputusan adalah 
hasil dari tindakan hukum pemerintahan. Dalam negara hukum, setiap tindakan 
hukum pemerintah, harus didasarkan pada asas legalitas, yang berarti bahwa 
pemerintah tunduk pada undang-undang. Sehingga pembuatan dan penerbitan 
6 
 
keputusan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau 
berdasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dimana dalam pasal 10 
ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan dijelaskan bahwa asas umum pemerintahan 
yang baik meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, 
kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, 
dan pelayanan yang baik.Keputusan tersebut bersifat final dalam arti lebih luas, dan 
menimbulkan akibat hukum dan berlaku bagi warga masyarakat yakni seseorang atau 
badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan /atau tindakan faktual dan 
dapat juga berlaku bagi pejabat Tata Usaha Negara dalam hal terkait penilaian ada 
tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang.  
Dalam penjelasan Pasal 2 huruf c UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN 
menyebutkan bahwa, “bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat 
menimbulkan akibat hukum.” Dalam penjelasan Pasal 87 huruf d disebutkan bahwa 
yang dimaksud dengan “final dalam arti luas” mencakup keputusan yang diambil alih 
oleh atasan pejabat yang berwenang. Dimana keputusan tersebut berlaku bagi warga 
masyarakat, dimana dalam ketentuan UU Peradilan TUN sebelumnya bahwa 
penggugat adalah orang atau badan hukum perdata sehingga keputusan yang 
dikeluarkan hanya menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang bersengketa namun 
sekarang keputusan berlaku bagi warga masyarakat.  
Kedua, Keputusan Administrasi Pemerintahan atau KTUN. Definisi Keputusan 
administrasi pemerintahan atau KTUN diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU Administrasi 
Pemerintahan yang mendefinisikan KTUN yang selanjutnya disebut Keputusan 
adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan 
dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perluasan pemaknaan keputusan TUN 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 30 Tahun 2014 tentang 
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Administrasi Pemerintahan membawa konsekuensi semakin luasnya kompetensi 
PTUN, bahwa semakin banyak unsur dalam suatu objek sengketa maka semakin kecil 
ruang lingkup kompetensi pengadilan. Hal ini berbeda dengan pemaknaan KTUN 
sebelumnya yang terdapat dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 yang 
mengatur definisi yang lebih sempit dengan unsur yang lebih banyak.  
Ketiga, Tindakan Faktual. Definisi tindakan faktual diatur dalam Pasal 1 angka 
8 UU Administrasi Pemerintahan yang mendefinisikan tindakan administrasi 
pemerintahan yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan pejabat 
pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/ atau tidak 
melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. 
Ketentuan pasal tersebut menjadikan tindakan administrasi atau tindakan faktual turut 
menjadi kompetensi PTUN dimana penetapan tertulis berdasarkan pasal 87 huruf a 
yang menyebutkan bahwa penetapan tertulis juga mencakup tindakan faktual.   
Keempat, konsep penyalahgunaan wewenang. Badan / pejabat pemerintah 
dilarang menyalahgunakan wewenang yang meliputi melampaui wewenang, 
mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang. Pengawasan secara 
ekstern menjadi kewenangan Pengadilan TUN terhadap pengujian tentang ada/ 
tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan 
(Pasal 21 UUAP). Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memberikan 
kewenangan kepada PTUN dalam menilai ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan 
wewenang yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan. Dalam hal 
permohonan pemeriksaan ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang 
yang dilakukan oleh badan / pejabat pemerintahan yang diajukan kepada Pengadilan, 
Pengadilan wajib memutus permohonan dalam menilai ada atau tidak adanya unsur 
penyalahgunaan wewenang paling lama 21 hari kerja sejak permohonan diajukan, 
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yang terhadap putusan pengadilan tersebut dapat diajukan banding ke Pengadilan 
Tinggi Tata Usaha Negara. 
Kelima, KTUN Fiktif Positif. Kompetensi peradilan TUN untuk memutus objek 
keputusan fiktif positif diatur dalam Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan. Dalam 
hal tidak ditetapkan atau dilakukannya keputusan dan / atau tindakan oleh badan/ 
pejabat pemerintahan dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan tidak 
mengatur, dalam jangka waktu 10 hari maka permohonan tersebut dianggap 
dikabulkan secara hukum. Terhadap munculnya keputusan fiktif positif ini, untuk 
memperoleh putusan penerimaan permohonan diajukanlah permohonan ke PTUN 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan, 
yang menambah kompetensi absolut Peradilan TUN. Dalam hal ini Pengadilan TUN 
memiliki kewajiban untuk memutuskan permohonan dalam jangka waktu paling lama 
21 hari sejak permohonan diajukan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (5) UU 
Administrasi  Pemerintahan. Pasca keluarnya putusan Pengadilan, Badan dan atau 
Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan 
Pengadilan TUN tersebut paling lama 5 hari sejak keluarnya putusan pengadilan 
sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan.  
Keenam, upaya administratif. Hal ini dijelaskan dalam Ketentuan tersebut 
terdapat dalam pasal 76 ayat (3) UUAP yang menyebutkan bahwa, “Dalam hal Warga 
Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga 
Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan”. Upaya administratif tersebut 
meliputi upaya keberatan dan banding sebagaimana yang diatur dalam pasal 75 ayat 
(1) dan ayat (2). Ketujuh, akibat hukum diskresi. Diskresi adalah pengambilan 
keputusan dan/ tindakan yang bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan 
pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan 
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mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan 
kepentingan umum. Penggunaan diskresi oleh badan / pejabat pemerintahan yang 
melampaui wewenang dan dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang 
berakibat hukum menjadi tidak sah. Yang dimaksud dengan tidak sah adalah 
keputusan dan/ atau tindakan yang dilakukan oleh Badan/ Pejabat Pemerintahan yang 
tidak berwenang sehingga dianggap tidak pernah ada/ dikembalikan pada keadaan 
semula sebelum keputusan dan/ tindakan ditetapkan/ dilakukan dan segala akibat 
hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada. Sedangkan akibat hukum dari 
penggunaan diskresi yang mencampuradukkan wewenang akan berakibat hukum 
dapat dibatalkan yang artinya pembatalan keputusan dan/ tindakan melalui pengujian 
oleh atasan pejabat/ badan peradilan. Sehingga pengujian dalam hal ini dapat 
dilakukan oleh Peradilan TUN, sehingga Peradilan TUN berwenang menguji diskresi 
yang diambil badan / pejabat pemerintahan. 
3.2 Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam Penyelenggaraan Good Governance 
Pasca UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan 
 
Dalam mendeskripsikan peran peradilan TUN dalam penyelenggaraan good 
governance pasca UU Administrasi Pemerintahan adalah dengan menganalisa 
pertimbangan-pertimbangan hakim dalam beberapa putusan TUN pasca hadirnya UU 
Administrasi Pemerintahan apakah telah mengacu pada peraturan perundang-
undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam putusan No. 1 /P/FP/ 
2016/PTUN-JKT, yang menjadi objek permohonan adalah surat permohonan 
rekomendasi persetujuan perpanjangan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 253. terkait 
dengan sikap diam termohon yang tidak memberikan rekomendasi perpanjangan 
sertifikat HGB dalam tenggang waktu 10 hari kerja maka demi hukum dianggap 
dikabulkan secara hukum yang mendasarkan pada keputusan fiktif positif pasca UU 
No. 30 Tahun 2014. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014 
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tentang Administrasi Pemerintahan bahwa pengadilan wajib memutuskan 
permohonan yang dimaksud paling lama 21 hari kerja sejak diajukan. 
Bahwa sikap diam termohon dalam permohonan pemohon telah melanggar 
beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB yakni melanggar 
asas kepastian hukum sebab termohon telah melewati tenggang waktu yang 
ditentukan UU dalam menerbitkan keputusan dan melanggar asas pelayanan yang 
baik. 
Namun dalam pertimbangan hukum hakim mempertimbangkan tindakan 
termohon yang tetap melakukan komunikasi dan dialog kepada termohon dan juga 
telah menyampaikan jawaban sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 8 UU 
Administrasi Pemerintahan. Artinya dalam proses pelayanan permohonan pemohon, 
termohon mengedepankan komunikasi dan dialog yang merupakan perbuatan 
termohon dalam melayani permohonan pemohon. Inilah yang menjadi pertimbangan 
hakim bahwa tindakan termohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang termasuk asas pelayanan baik dan 
asas kepastian hukum.  
Dengan adanya ketentuan mengenai KTUN fiktif positif, maka peran peradilan 
TUN dalam penyelenggaraan good governance adalah terkait dengan meningkatkan 
asas equity (kesamaan hak terkait dengan adanya hak menggugat masyarakat atas 
keputusan atau tindakan pemerintah) dalam hal ini PT Yamaha Indonesia dapat 
mengajukan permohonan atas sikap diamnya termohon selain itu juga meningkatkan 
efektiveness terkait keefektifan penyelenggaraan pemerintahan dengan menegakkan 
aturan hukum (rule of law) yakni hakim mempertimbangkan tindakan faktual 
termohon yang telah menjawab permohonan pemohon sebelumnya meskipun jangka 
waktu diajukannya permohonan kepada termohon telah lewat berdasar Pasal 27 ayat 
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(1) UU No. 40 tahun 1996 yang dapat dikategorikan sebagai penetapan tertulis yang 
telah diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan dan 
pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan.  
Sama halnya dengan Putusan Nomor: 04/P/FP/ 2016/ PTUN-JKT. Dalam 
putusan Nomor: 04/P/FP/ 2016/ PTUN-JKT yang menjadi objek Permohonan di 
dalam perkara  ini adalah tindakan termohon yang tidak menetapkan dan / atau 
melakukan keputusan perihal status barang hasil sitaan dalam jangka waktu yang 
telah ditentukan yakni 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan 
penetapan status barang hasil sitaan telah diterima secara lengkap dan benar oleh 
Termohon selaku pejabat pemerintahan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 53 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (“UU Administrasi Pemerintahan”). Sehingga merupakan permohonan 
penetapan status barang hasil sitaan.  Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 
53 ayat (1), (2), dan (3) UU Administrasi Pemerintahan, maka tindakan termohon 
telah memenuhi kualifikasi sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi 
mengabulkan permohonan penetapan (KTUN Fiktif Positif). 
Tindakan termohon telah melanggar beberapa asas-asas umum pemerintahan 
yang baik yang meliputi asas kepastian hukum dimana termohon tidak memberikan 
penetapan status barang sitaan apakah masih dalam status sita atau lepas dan juga 
tidak melaksanakan kewajiban dalam pengembalian barang sitaan, kemudian 
melanggar asas tidak menyalahgunakan kewenangan berdasarkan penjelasan pasal 10 
ayat (1) huruf e UU Administrasi Pemerintahan, melanggar asas pelayanan yang baik 
dengan tidak mengembalikan dan menahan barang sitaan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 10 ayat (1) huruf h UU Administrasi Pemerintahan.  
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Berdasarkan fakta hukum yang ditemukan, Pengadilan berpendapat bahwa 
termohon telah terbukti asas-asas umum pemerintahan yang baik termasuk juga asas 
profesionalitas dan asas kecermatan bahwa termohon sebelum melakukan gugatan 
perdata terlebih dahulu harus mengembalikan barang sitaan tersebut sehingga 
beralasan hukum bagi pengadilan dalam mengabulkan permohonan pemohon terkait 
KTUN fiktif positif.  
Dengan adanya perluasan kompetensi absolut pasca UU Administrasi 
Pemerintahan, maka peran peradilan TUN dalam penyelenggaran good governance 
dengan indikator mengacu pada kriteria-kriteria UNDP adalah dalam rangka 
meningkatkan responsiveness terkait dengan bentuk pertanggungjawaban keputusan / 
tindakan kepada masyarakat  dalam hal ini pertanggungjawaban atas sikap diam 
termohon (Kepala Kejaksaan Negeri Jaksel) terhadap permohonan pemohon (ahli 
waris alm. Ir. Sudaryanto Sudargo), selain itu juga meningkatkan partisipasi dan 
penerapan rule of law dengan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan 
perundang-undangan berdasar fakta dan bukti yang ada yakni dalam UUAP. 
Bahwa dalam kedua putusan tersebut, hakim telah mempertimbangkan norma 
perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam 
menjatuhkan putusan dengan mengacu pada kewenangan absolutnya pasca UU No. 
30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hal inilah yang menjadi peran 
hakim TUN dalam mewujudkan good governance di Indonesia pasca hadirnya UU 
No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan mengacu pada 





4. PENUTUP  
4.1 Kesimpulan 
Pertama. Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, turut 
memperluas kompetensi absolut Peratun. Perluasan kompetensi absolut Peradilan 
TUN pasca lahirnya UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, 
dipengaruhi oleh pasal-pasal antara lain meliputi definisi keputusan Tata Usaha 
Negara (pasal 87), definisi keputusan administrasi pemerintahan atau KTUN (pasal 1 
angka 7), tindakan faktual (pasal 1 angka 8), penyalahgunaan wewenang (pasal 17-
21), KTUN fiktif positif  (Pasal 53), upaya administratif (pasal 75-76), dan akibat 
hukum diskresi (pasal 30-32). 
Kedua. Peran Peradilan TUN dalam mewujudkan good governance pasca UU 
No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah dalam hal memeriksa, 
memutus, dan menyelesaikan sengketa yang menjadi kewenangannya pasca UU No. 
30 tahun 2014 dengan berdasarkan pada perundang-undangan dan asas-asas umum 
pemerintahan yang baik dalam menjatuhkan putusan. Bahwa hakim dalam 
menjatuhkan putusan mempertimbangkan apakah objek gugatan maupun permohonan 
melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum 
pemerintahan yang diatur dalam pasal 10 ayat (1) UU No. 30 tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan yang meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, 
ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, 
kepentingan umum, dan pelayanan yang baik dalam rangka mewujudkan good 
governance di Indonesia. Peran peradilan TUN dalam penyelenggaraan good 
governance pasca UU No. 30 tahun 2014 adalah dalam rangka penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik dalam peningkatan prinsip-prinsip sebagai berikut 
participation (partisipasi), rule of law (menegakkan aturan hukum), responsiveness 
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(pertanggungjawaban kepada masyarakat), equity (kesamaan hak terkait dengan 
adanya hak menggugat masyarakat atas keputusan atau tindakan pejabat pemerintah), 
effectiveness (keefektifan penyelenggaran pemerintahan). 
 
4.2 Saran 
Pertama. Kepada Peradilan TUN, warga masyarakat, dan pejabat pemerintahan,  
dari pembahasan mengenai perluasan kompetensi absolut Peradilan TUN pasca 
hadirnya UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka dalam 
rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap warga masyarakat, 
seharusnya hakim sebagai penegak hukum dan keadilan harus mengacu pada 
peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam 
memutuskan permohonan maupun gugatan yang menjadi ranah kewenangan absolut 
Peradilan TUN pasca hadirnya UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan 
 Kedua. Kepada Peradilan TUN, warga masyarakat, dan pejabat pemerintahan, 
dalam hal peran Peradilan TUN dalam mewujudkan good governance pasca UU No. 
30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka sudah seharusnya hakim 
mengacu pada UU Administrasi Pemerintahan sebagai hukum materiil dari sistem 
Peradilan TUN selain pada UU No. 5 tahun 1986 juncto UU No. 9 tahun 2004 juncto 
UU No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan TUN. Asas-asas umum pemerintahan yang 
baik akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat 
dalam sebuah negara hukum, oleh karena itu peran peradilan TUN dalam 
menghasilkan putusan-putusan TUN haruslah dalam upaya meningkatkan good 
governance dalam rangka menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan 
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